
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan
secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di
jalan, menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran
akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka
setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian
berkala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pengujian Kendaraan
Bermotor.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

8. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

9. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan
barang.



11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang
memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor
Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik
Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (stoom waltz),
forklift, loarder, excavator, dan kendaraan khusus penyandang cacat.

12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

13. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknya.

14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan.

15. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala
adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap
setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang
dioperasikan di jalan.

16. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum
dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.

17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus
Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor, memiliki kemampuan dan memperoleh
Kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.

18. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.

19. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNKB
adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang diterbitkan oleh Instansi yang
berwenang.

20. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah
Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Instansi yang
berwenang.

21. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan,
perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis
sesuai dengan peruntukannya.

22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus
dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan
dioperasikan di jalan.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban pengujian kendaraan bermotor berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang pengujian kendaraan bermotor yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Pemerintah
Daerah dalam Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini memberikan jaminan keselamatan
secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengujian
berkala kendaraan bermotor wajib uji.

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap
kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,
kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor lainnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan, wajib diuji secara
berkala.

(2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam)
bulan.

(3) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang akan melaksanakan uji berkala wajib
membawa kendaraan yang dimaksud ke SKPD.

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala adalah untuk :

a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;

b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan

c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasionalkan
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan
bermotor.

BAB V
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Pasal 6

Persyaratan teknis kendaraan bermotor wajib uji meliputi :

a. susunan;

b. perlengkapan;

c. ukuran;

d. karoseri;


